SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 655).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB1
URAIAN APBD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp.
5.973.940.179.726,86 (Lima Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar
Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus
Dua Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan
b. Belanja
Surplus/(defisit)
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

5.698.940.179.726,86
5.973.940.179.726,86
(275.000.000.000,00)

275.000.000.000,00

0,00
275.000.000.000,00

0,00

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c¢. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp.

464.097.116.709,86

Rp. 4.411.462.858.017,00

Rp.

823.380.205.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

67.252.468.248,00
6.163.955.615,00

106.433.524.450,00
284.247.168.396,86



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Rp. 3.461.122.777.017,00
b. Dana Alokasi Umum Rp. 503.416.743.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 446.923.338.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah Rp. 98.619.700.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan
Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 393.868.896.000,00
c. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Rp. 206.981.609.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 123.910.000.000,00
Pasal 3

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.543.621.534.156,00
b. Belanja Langsung Rp. 3.430.318.645.570,86

Belanja tidak langung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 1.784.338.210.918,00
b. Belanja Hibah Rp. 151.296.190.850,00
c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.867.000.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan

Partai Politik Rp. 595.120.132.388,00
€. Belanja Tidak Terduga Rp. 10.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 168.681.324.661,14

b. Belanja Barang Dan Jasa Rp. 1.723.168.744.919,30

c. Belanja Modal Rp. 1.538.468.575.990,42
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 275.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 0,00

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari:

Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 0,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 0,00



Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai
sebagai berikut :
a. Keadaan darurat, meliputi :

1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;
2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

b. Keperluan mendesak, meliputi :

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

3. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya.

Pasal 6

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program
dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan Uang Kas yang tersedia.
Pasal 8

Urajan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,;

b. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

e. LampiranV : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;



f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

g. Lampiran VII : Daftar Piutang;

h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi);

i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap;

j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lain-lain;

k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah,;

m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah; dan

n. Lampiran XIV Daftar Keadaan Darurat/Mendesak

BAB II

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke
Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Provinsi yang dananya diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah
dalam Anggaran Pendaatan dan Belanja Negara, Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Provinsi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.
2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran
jika tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd
SUNGGONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 128

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 107/10/2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara/J .




